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ABSTRAK 
 
NURFITRIANI PARENTE, B 121 12 166, Tinjauan Hukum Pelaksanaan 
Pelayanan PT. PLN Persero Terhadap Konsumen Listrik Area Pare-Pare. 
(Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan Naswar 
selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan pelayanan PT. 
PLN Persero terhadap pelanggan listrik area Pare-Pare. Dan penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan pelaksanaan 
pelayanan PT. PLN Persero terhadap pelanggan listrik area Pare-Pare. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan 
hukum lain yang berhubungan dengan substansi penelitian, yang 
kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pare-Pare dan PLN 
Kota Pare-Pare. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pengaturan 
pelayanan PT. PLN PERSERO terhadap pelanggan listrik area Pare-pare 
mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik dan juga mengacu pada Surat Keputusan Direksi PLN 
NO.1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman Proses Pelayanan Pelanggan, 
Nilai Mutu Pelayanan (TMP) dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
(SPJBTL) antara pihak PT.PLN PERSERO area Pare-pare dengan pihak 
konsumen pengguna jasa kelistrikan. 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang 
senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada 
jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Yang Bertema “Tinjauan Hukum pelaksanaan Pelayanan PT PLN Persero 
Terhadap Konsumen Listrik Area Pare-pare”. Salam dan shalawat kepada 
Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W.  yang selalu menjadi contoh 
panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan 
sehingga dapat bernilai ibaadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal 
yang penulis lakukan berkaiatan dengan penyelesaian skripsi ini dapat 
bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiiin. 
Alhamdulillah skripsi ini pun dapat diselesaikan penyelesaian 
skripsi ini telah dilakukan dengn segenap kemampuan yang telah penulis 
curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang bias 
menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai 
yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya 
kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. 
Selama pelaksaan penelitian ini Penulis mendapat bimbingan, 
arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi 
ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini Penulis ingin 
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menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis 
dalam menyelesaikan penyusunan  skripsi ini yang paling berperan 
penting dalam penulisan ini dan memberimotivasi bagi Penulis yaitu Ayah 
Aris dan Ibu Hj.Nurlaela yang selalu mendukung, menyemangati, 
menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan 
memberi Motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang 
mereka adalah orang yang sangat berarti bagi Penulis terima kasih Ayah 
dan Ibu tersayang. Terima kasih juga untuk untuk saudara Penulis yaitu 
Nurlaeny Parante dan Muh. Nurfadly Parante yang selalu mendukung 
dan membantu hingga penulis bisa sampai dalam proses pembuatan 
Skripsi di ujung proses pendidikan Strata Satu pada Program Studi Hukum 
Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 
Tahun 2016. 
Penulis juga menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. Selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. 
Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, 
dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Pembantu 
Dekan III. 
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum Selaku 
Pembimbing I dan Bapak Naswar, S.H., M.H. yang telah 
memberikan arahan, masukan, petunjuk, dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
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4. Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H. selaku Penguji I, Bapak 
Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Penguji II, dan Bapak 
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5. Bapak Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penasehat 
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Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemukan 
hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal, 
sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena 
itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak 
berupa kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan 
skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
  Makassar,   Oktober 2016 
     
 Penulis, 
      
  
 Nurfitriani Parante  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat fundamental dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagaima ditentukan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa cita negara Indonesia adalah untuk 
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia.  
Hakikat tujuan bernegara adalah cita-cita akhir atau suatu tujuan 
yang diarahkan mencapai kejayaan Negara. Dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, tujuan bernegara (staatdoel), terdapat dalam alinea 
keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945).1Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut pendiri 
bangsa mewariskan Pancasila sebagai kristalisasi nilai dari kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Berdasarkan cinta negara dan Pancasila 
makwa mewujudkan kesejahteran tersebut, negara merencanakan dan 
melaksanakan program kerja atau upaya-upaya lainnya untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
                                                          
1  Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan negfara dinyatakan bahwa: membentuk 
suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
2 
Terkait dengan hal tersebut pencapaian negara tujuan negara, 
praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administratif dan 
sejalan dengan nilai Pancasila dibangun membangun prinsip Demokrasi, 
yang mana kekuasaan rakyat yang begitu besarnya diberikan kepada 
otoritas Negara (menjadi kekuasaan Negara). Jadi, kekuasaan Negara 
yang ada dibangun untuk mencapai tujuan Negara. 
Guna menjamin kekuasaan Negara dijalankan dengan baik, maka 
Negara Indonesia menganut prinsip Negara hukum. Prinsip Negara 
hukum jelas termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.2 Jadi ada 2 
prinsip yang dipegang, yaitu Negara hukum dan Negara kesejahteraan 
yang kemudian dikenal dengan Negara hukum kesejahteraan.  
Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah 
(Rechtsstaat). Ada dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, 
yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut 
Rechtsstaat dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut 
dengan Rule of Law. Ciri utama dari Negara hukum adalah adanya 
seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh 
pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya.3 
Salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik 
Negara Hukum (Rechtsstaat) dalam tradisi Eropa Kontinental adalah 
Friedrich Julius Stahl. Pandangannya tentang Rechtsstaat merupakan 
perbaikan dari pandangan Immanuel Kant.  Menurutnya, ada empat 
                                                          
2  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 
hukum 
3  Hamdan zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hlm 16. 
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elemen yang harus dimiliki dan menjadi ciri dari Negara hukum, yaitu 
adalah pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten); pemisahan 
kekuasaan (scheiding van machten); pemerintahan berdasar atas undang-
undang (wetmatigheid van het bestuur); dan peradilan tata usaha Negara/ 
peradilan administrasi (administratieve rechtspraak). 
Sementara itu unsur-unsur yang harus terdapat dalam Rule of Law, 
yang berasal dari Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen prinsip 
Negara hukum, yaitu: 
1. Absolute supremacy of law, sebagai lawan dari pengaruh 
kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan 
penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau pun diskresi 
yang luas oleh pemerintah; 
2. Equality before the law, yaitu kesamaan bagi semua orang 
(kelas) dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau 
pengadilan; dan 
3. Due process of law, yaitu segala tindakan Negara harus 
berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang 
tidak memiliki dasar hukumnya. 
Konsistensi penerapan prinsip Negara hukum dalam suatu Negara 
melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua Negara hukum 
modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan 
kebijakan Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-
undang yang berlaku. Dalam bidang hukum pidana, teori ini mensyaratkan 
bahwa sanksi kepada seseorang hanya dapat dikenakan jika ada hukum 
4 
yang mengaturnya sebelum perbuatan pidana dilakukan. Demikian juga 
dalam tataran bidang hukum administrasi negara, konsistensi dan 
penghormatan atas norma yang ada merupakan prinsip yang harus 
diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Untuk mewujudkan Negara hukum kesejahteraan, salah satu 
bentuk tindakan pemerintah adalah adanya pelayanan energi listrik yang 
berdasarkan hukum. Pelayanan penyediaan energi listrik dilakukan 
pemerintah dengan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pelayanan 
PLN sebagai perusahaan negara wajib melakukan pelayanan masyarakat 
demi kemakmuran rakyat bukan sekedar profit oriented. Paradigma 
demikian harus dilaksanakan oleh setiap PLN di semua sektor wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan 
alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui 
bahwa, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha 
penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan 
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih 
meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, maka 
pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, 
dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan 
tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin 
usaha penyediaan tenaga listrik. 
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Dikarenakan Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting 
dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka 
usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya 
perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan 
agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan 
bermutu. Dengan energi listrik berasal dari pemanfaatan sumber daya 
alam yang kemudian dikuasasi oleh negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, maka hal tersebut akan berimplikasi kepada hak 
masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan listrik. 
Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan pemenuhan tenaga listrik 
belum memadai. Pelayanan yang baik sebagai kewajiban pemerintah 
(PLN) belum dirasakan oleh masyarakat. Pemadaman listrik yang tidak 
terjadwal beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini 
membuat sejumlah masyarakat dirugikan. Akibat pemadaman tiba-tiba, 
membuat alat-alat dapur perabot rumah tangga mereka rusak. Belum lagi 
pengusaha yang berteriak karena pemadaman itu mengganggu proses 
produksi mereka.4 
Kemudian masalah yang juga timbul permintaan bayaran yang 
tidak sesuai prosedur. LSM Koordinator Indonesia Timur Coruption Wacth 
(ITCW), Jasmir L Lainting5 mengatakan, tidak tahu dasarnya 
pihak PLN meminta bayaran tanpa adanya kerusakan di item jaringan 
                                                          
4 Pemadaman Listrik Tak Terkendali, http://www.parepos.co.id/metropare/item/7044-
pemadaman-listrik-tak-terkendali, diunduh pada 27 Januari 2015. 
5  Kinerja PLN Parepare Disorot LSM, 
http://makassar.tribunnews.com/2015/05/08/kinerja-pln-parepare-disorot-lsm, diunduh 
pada 27 Januari 2015 
 
6 
listrik yang tersambung di toko tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa 
"Kita pertanyakan peranan dan prosedur kerjanya petugas teknis PLN ini 
karena melakukan perbaikan tanpa kerusakan. Sementara pasca 
dikroscek KWH-nya, pelanggan diminta membayar belasan hingga 
puluhan juta rupiah," selanjutnya dijelaskan juga ada beberapa toko yang 
menjadi korban perbaikan tanpa kerusakan tersebut. Antara lain Sinar 
Terang, dimintai Rp 16 juta, Makmur (14 juta), Asia (60 juta), dan Toko 77. 
Jasmir menambahkan, prosedur tanpa adanya pengawalan aparat 
berwenang dalam penertiban jaringan listrik ini menjadi masalah lain. 
Padahal seharusnya ada berdasarkan petunjuk teknis BAP pemeriksaan 
Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No : 30 Tahun 2009 
Tentang Ketenagalistrikan, Konsumen berhak untuk : 
a. Mendapatkan pelayanan yang baik 
b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu 
dan keandalan yang baik. 
c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga 
yang wajar) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila 
ada gangguan tenaga listrik. 
d. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang 
diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik  sesuai syarat 
yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 
Kemudian, dalam hal pengaduan, pengaduan yang dilakukan oleh 
masyarakat telah banyak dilakukan, namun pengaduan itu hanya sebatas 
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penerimaan, padahal Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik memberikan ruang dalam hal pengaduan sampai pada 
penyelesaian pengaduan tersebut. Jika dikaji yang terjadi di kota Pare 
terkait pelayanan penyediaan listrik, maka PLN dianggap tidak mampu 
memberikan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang, 
bahkan jikan dikaitkan dengan negara hukum sebagai landasan negara 
hukum kesejahteraan, maka dalam pelaksanaannya diduga melanggar 
undang-undang. 
Terhadap hal tersebut maka upaya PLN sebagai perusahaan 
negara yang bergerak diketenagalistrikan masih memerlukan kajian yang 
lebih mendalam. Hak-hak masyarakat dalam mendapatkan listrik sebagai 
salah satu wujud kesejahteraan tidak dapat dirasakan. Padahal 
sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 pada pokoknya menentukan Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu 
terkait pelayanan PT PLN Persero terhadap pelanggan listrik pare-pare 
masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal di 
atas, penulis menganggap perlu mengkaji permasalahan di atas dalam 
sebuah tulisan ilmiah dengan judul “ Tinjauan Hukum Pelaksanaan 
Pelayanan PT PLN PERSERO Terhadap Konsumen Listrik Area Pare-
Pare “. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan 
dalampenelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan pelayanan PT PLN PERSERO terhadap 
pelanggan listrik area Pare-Pare? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam pelaksanaan pelayanan 
PT PLN PERSERO terhadap pelanggan listrik area Pare-Pare? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 
1. Untuk mengetahui aturan pelayanan PT PLN PERSERO terhadap 
pelanggan listrik area Pare-pare? 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam pelaksanaan 
pelayanan PT PLN PERSERO terhadap pelanggan listrik area 
Pare-pare? 
 
D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/  
sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam 
pelayanan perusahaan listrik negara. 
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2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Administrasi Negara, terkait Perusahaan Listrik Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pelayanan Publik 
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa merupakan salah satu cita negara Indonesia. Amanat tersebut 
mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap 
warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas 
barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dewasa ini 
penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang 
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa 
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi 
nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan 
yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia 
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh 
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, 
transportasi, investasi, dan perdagangan. 
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut 
perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus 
dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan 
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publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu 
mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan 
cita-cita tujuan nasional. 
Pada dasarnya pelayanan publik merupakan kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.6 Konsep pelayanan 
publik diselenggarakan oleh setiap institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang pelayanan publik untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu 
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 
samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat (warga 
negara). Apalagi saat ini masyarakat semakin sadar apa yang menjadi hak 
dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengontrol 
apa yang dilakukan pemerintahannya. Pelayanan publik yang dilakukan 
oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat 
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 
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ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan 
perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, 
memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 
Sebagaimana diketahui bahwa, Tujuan undang-undang tentang 
pelayanan publik adalah :7 
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang 
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang 
baik; 
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan pelayanan 
publik harus memiliki acuan dasar dalam penyelenggaraannya. Oleh 
karena itu, ada asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam pelayanan 
publik, asas-asas tersebut adalah : 
a. kepentingan umum, dalam hal ini pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
b. kepastian hukum, dalam hal ini jaminan terwujudnya hak dan 
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. 
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c. kesamaan hak, dalam hal ini pemberian pelayanan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status 
ekonomi. 
d. keseimbangan hak dan kewajiban, dalam  hal ini pemenuhan hak 
harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik 
oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 
e.  Keprofesionalan, dalam hal ini pelaksana pelayanan harus memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 
f. Partisipatif, dalam hal ini Peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, dalam  hal ini setiap warga 
negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
h. Keterbukaan, dalam  hal ini setiap penerima pelayanan dapat 
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai 
pelayanan yang diinginkan. 
i. Akuntabilitas, dalam hal ini proses penyelenggaraan pelayanan 
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dalam hal ini 
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 
k. ketepatan waktu, dalam hal ini penyelesaian setiap jenis pelayanan 
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.  dan 
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l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, dalam hal ini setiap 
jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 
Pada dasarnya organisasi penyelenggara pelayanan publik 
berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 
pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya 
memiliki kewajiban dalam hal: 
a. pelaksanaan pelayanan; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelolaan informasi; 
d. pengawasan internal; 
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan 
f. pelayanan konsultasi. 
Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara 
bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan 
penyelenggaraan pelayanan. 
Penyelenggara pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib 
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara 
berkewajiban menerapkan standar pelayanan. Dalam hal Pengikutsertaan 
masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, 
terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 
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mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. 
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 
a. dasar hukum; 
b. persyaratan; 
c. sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d. jangka waktu penyelesaian; 
e. biaya/tarif; 
f. produk pelayanan;  
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. kompetensi pelaksana; 
i. pengawasan internal; 
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
k. jumlah pelaksana; 
l.  jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;  
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 
risiko keraguraguan; dan 
n. evaluasi kinerja pelaksana 
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus 
berperilaku sebagai berikut:8 
a. adil dan tidak diskriminatif; 
b. cermat; 
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c. santun dan ramah; 
d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 
e. profesional; 
f. tidak mempersulit; 
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 
h.  menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
penyelenggara; 
i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 
benturan kepentingan; 
k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas 
pelayanan publik; 
l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, 
jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; 
m. sesuai dengan kepantasan; dan 
n. tidak menyimpang dari prosedur. 
 
B. Ketenagalistrikan 
Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil 
pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara 
dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009 
Tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa ketenagalistrikan merupakan 
segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga 
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Mengingat arti penting tenaga 
listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam 
segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan 
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.  
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha 
penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan 
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih 
meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, 
Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, 
koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha 
penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, 
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Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.  
Sejalan dengan hal tersebut pembangunan ketenagalistrikan 
menganut asas :9 
a. manfaat; 
b. efisiensi berkeadilan; 
c. berkelanjutan; 
d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; 
e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; 
f. kaidah usaha yang sehat; 
g. keamanan dan keselamatan; 
h. kelestarian fungsi lingkungan; dan 
i. otonomi daerah.  
Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi 
oleh bangsa dan negara selalu diupayakan oleh pemerintah, antara lain, 
mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang 
terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu 
wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta jual beli 
tenaga listrik lintas negara. 
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin 
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, 
dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
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kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan 
penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat tersebut diperlukan pula 
upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan 
pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk 
pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.  
Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh 
karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, 
keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan 
tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus 
menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar 
peralatan di bidang ketenagalistrikan. 
Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
berlandaskan prinsip otonomi daerah. Hal tersebut merupakan amanat 
dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara. Kemudian dalam melaksanakan 
penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, 
pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga 
listrik. 
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Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:10 
a.  penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; 
b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan; 
c.  penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang 
ketenagalistrikan; 
d.  penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk 
konsumen; 
e.  penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; 
f. penetapan wilayah usaha; 
g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; 
h.  penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan 
usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan 
oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik 
dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 
i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup 
lintas provinsi;  
j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 
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k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
l.  penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;  
m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang 
dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal 
asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;  
n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada 
jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;  
o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;  
p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;  
q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk 
seluruh tingkat pemerintahan; dan  
r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang 
izinnya ditetapkan oleh Pemerintah. 
Sedangkan Kewenangan pemerintah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan meliputi :11 
a.  penetapan peraturan daerah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan; 
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b.  penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; 
c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan 
usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; 
d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup 
lintas kabupaten/kota; 
e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi;  
f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga 
listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada 
badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 
g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 
provinsi;  
h.  penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada 
jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 
i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 
provinsi; 
j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan 
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k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang 
izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 
Penelitian ini berkaitan dengan pemerintahan daerah kota Pare-
Pare. Dalam ketentuan ketenagalistrikan, secara yuridis pemerintah 
kabupaten/kota mempunyai wewenang dalam pengelolaan tenaga listrik. 
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan 
meliputi:12 
a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang 
ketenagalistrikan; 
b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah 
kabupaten/kota;  
c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan 
usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; 
d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam 
kabupaten/kota;  
e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 
pemerintah kabupaten/kota; 
f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga 
listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada 
badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota; 
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g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan 
usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal 
dalam negeri; 
h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota; 
i.  penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada 
jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota; 
j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota; 
k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk 
kabupaten/kota; dan 
l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang 
izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 
Tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan 
penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang 
pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 
33 ayat (2) UUD 1945. Secara yurudis negara mengatur bahwa usaha 
penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya 
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dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 yang menyatakan, 
“Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”. 
 
Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-
021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang 
mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh 
negara. 
Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang 
ketenagalistrikan. Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan 
kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, 
“Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, 
pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.” 
 
Dalam hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Selaku 
regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui 
regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan 
tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha, Pemerintah melalui Badan Usaha 
Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui 
kepemilikan badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU 
30/2009 yang menyatakan: 
1. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah. 
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2. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat 
berpartisipasi dalarn usaha penyediaan tenaga listrik. 
3. Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan 
dana untuk: 
a. kelompok masyarakat tidak mampu; 
b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang 
belum berkembang; 
c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; 
dan 
d. pembangunan listrik perdesaan. 
 
Penjelasan Umum UU 30/2009 juga menyatakan, 
“Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha 
penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk 
lebih meningkatkan kemarnpuan negara dalam penyediaan tenaga 
listrik, Undang-Undang ini memberi kesernpatan kepada badan 
usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.” 
 
Dengan demikian pengaturan tersebut  juga mengamanatkan agar 
negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan 
atau kepemilikan. 
Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan 
pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
dalam pelaksanaannya, usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah. 
Pada dasarnya negara memberikan ruang dalam kepemilikan 
saham dalam BUMN kepada pihak swasta (privatisasi). Meskipun 
Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap 
menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan 
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badan usaha yang bersangkutan. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang 
privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan 
negara. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para 
pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh 
negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), 
mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi 
(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar 
besarnya kemakmuran rakyat.  Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/ 
pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku 
usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan 
bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan 
masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, yang kemudian dihubungkan 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini 
menganalisa tinjauan hukum pelayanan PT PLN PERSERO terhadap 
pelanggan listrik pare-pare. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case 
approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) 
 
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih 
tempat penelitian di Kota Pare-Pare, dengan lokasi penelitian Kantor 
Pemerintah Kota Pare dan PLN Kota Pare. Alasan penulis memilih tempat 
dan lokasi penelitian pada lembaga tersebut dikarenakan pelaksanaan 
pelayanan listrik ada pada PLN Kota Pare. Sehingga bahan hukum dalam 
penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap dan komprehensif. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga 
mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian 
hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan perundang-
undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan 
sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan 
resmi dan wawancara. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar 
terkait penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu 
studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan upaya 
dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan, risalah sidang, putusan 
pengadilan, buku, surat kabar; koran, majalah, sumber internet dan bahan 
dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam tesis ini. 
Kemudian wawancara dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas 
dalam skripsi ini pada instransi sebagaimana yang telah disebutkan 
diatas.  
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E. Analisis Bahan Hukum 
Terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, akan dikaji 
dengan cara memaparkan hasil obyek penelitian. Kemudian menguraikan 
hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, menghubungkan dan 
menguraikan Pelayanan PLN Kota Pare. Dari hasil analisis dan telaah 
serta penafsiran bahan hukum, diharapkan akan menghasilkan suatu 
pembahasan yang cukup komprehensif dan ditarik konklusi dalam bentuk 
argumentasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Pengaturan Pelayanan PT PLN PERSERO Terhadap Pelanggan 
Listrik Area Pare-Pare. 
Pengusahaan ketenagalistrikan di kota Makassar dan sekitarnya 
sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu 
penyediaan tenaga listrik dikelola oleh suatu lembaga yang disebut 
Electricitiet Weizen. Konon pembangkit listrik di Kota Makassar yang 
pertama kali terpasang yaitu sekitar tahun 1914 dengan menggunakan 
mesin uapyang berlokasi di Pelabuhan Makassar. Sejalan dengan 
pertumbuhan kota yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan 
tenaga listrik, pada tahun 1925 dibangun Pusat Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) di tepi sungai Jeneberang daerah Pandang-pandang, 
Sungguminasa. PLTU tersebut berkapasitas 2000 KW. Sejarah mencatat 
bahwa PLTU Pandang-pandang Sungguminasa ini hanya mampu 
beroperasi hingga tahun 1957.  
Selanjutnya pada tahun 1946 dibangun Pusat Listrik Ten Tenaga 
Diesel (PLTD) yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bontoala. 
Kedua pembangkit listrik tersebut yaitu PLTU Pandang-pandang, 
Sugguminasa dan PLTD Bontoala dikelola oleh N.V. Nederlands Indische 
Gas ElectriciteitMaatschappy (N.V. NIGEM). Pada tahun 1949 seluruh 
pengelolaannya ini dialihkan kepada N.V. Ovesseese Gas dan 
ElectriciteitMaatschappy (N.V. OGEM). 
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Menindaklanjuti momentum Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 
17 Agustus 1945, sebagai dampak perkembangan politik pemerintahan 
Negara Kesatuan RI, pada pertengahan tahun 1957 pengusahaan 
ketenagalistrikan di kota Makassar dinasionalisasi. Pengusahaan 
ketenagalistrikan selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) Makassar. PLN Makassar inilah yang kita kenal dewasa ini.  
PLN Makassar memiliki wilayah operasi pengusahaan terbatas 
hanya di kota Makassar. Adapun di daerah-daerah di luar kota Makassar 
antara lain kota Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone dan Palopo 
untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN Cabang Luar Kota 
sedangkan pendistribusiannya dilaksanakan oleh PT. Maskapai untuk 
Perusahaan-perusahaan Setempat (PT. MPS). 
Pada tahun 1961 PLN Pusat di Jakarta membentuk unit PLN 
Exploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran PLN Pusat No. 078/PST/1967 tentang 
klasifikasi bagi Kesatuan-kesatuan Perusahaan Listrik Negara maka PLN 
Cabang Luar Kota tidak dapat dimasukkan klasifikasi dalam organisasi 
sebagai Cabang. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin 
PLN Exploitasi VI No. 001/E.VI/1986 PLN Cabang Luar Kota dibubarkan. 
Serentak dengan itu pengaturan segala sesuatunya diserahkan dan 
ditangani PLN Exploitasi VI. 
Dalam perkembangan selanjutnya PLN Exploitasi VI selain 
membawahi beberapa unit PLTD juga membawahi unit PLN Cabang 
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Makassar dan PLTU Makassar yang diresmikan pada tahun 1971 oleh 
Presiden Soeharto. Sementara PLN Cabang Makassar membawahi unit-
unit kerja antara lain PLN Ranting Sengkang, Watansoppeng, Kendari 
serta unit pengusahaan pembangkit yaitu PLTD Bontoala. 
Tahun 1972 Pemerintah RI mengeluarkan PP. 18 tahun 1972 
tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang mempunyai arti penting 
bagi PLN karena merupakan dasar hukum perubahan status dari 
Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum. Pada tanggal 21 Maret 
1973 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
No. 01/PRT/1973 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
Perusahaan Umum Listrik Negara, PLN Exploitasi VI berubah namanya 
menjadi PLN Exploitasi VIII. 
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri tersebut, Direksi PLN 
mengeluarkan SK.No.050/DIR/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang 
Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Pokok Perum Listrik Negara 
Exploitasi VIII yang di dalamnya terdapat unit pelaksana yaitu Sektor Tello 
dan Cabang Makassar. 
Tahun 1975 Menteri PUTL mengeluarkan Peraturan Menteri No. 
013/PRT/1973 yang menyebutkan bahwa Perusahaan mempunyai unsure 
pelaksana ialah PLN Proyek dan PLN Wilayah. Unit PLN Proyek adalah 
unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas perusahaan dalam 
bidang pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas 
usul Direksi dengan biaya APBN atau Anggaran Perusahaan. Semetara 
unit PLN Wilayah adalah unsur pelaksana di wilayah kerja yang 
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bersangkutan yang mempunyai tugas selain menyelenggarakan 
pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian juga pengusahaan tenaga 
listrik. Direksi Perum Listrik Negara menerbitkan Surat Keputusan No. 
010/DIR/1967 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri di atas yang 
mengubah sebutan PLN Exploitasi VIII menjadi PLN Wilayah VIII dengan 
wilayah kerja meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 
Dengan berubahnya status PLN menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero) berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 maka PLN Wilayah VIII juga 
berubah namanya menjadi PT PLN (Persero) Wilayah VIII. Perubahan 
status ini mengandung arti bahwa PLN semakin dituntut untuk dapat 
meningkatkan kinerjanya. 
PT. PLN (Persero) Wilayah VIII (selanjutnya disebut PLN Wilayah 
VIII) memiliki daerah kerja yang mencakup 2 wilayah provinsi yaitu 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk kedua 
provinsi tersebut hampir mencapai 10 juta jiwa dengan areal kawasan 
seluas 62 ribu km2 lebih. 
Melihat kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang 
dimiliki maka penyediaan tenaga listrik yang dapat dikembangkan sangat 
beragam. Berdasarkan kajian yang dilakukan, saat ini jenis pusat listrik 
yang dimiliki PLN Wilayah VIII meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA 
termasuk Minihidro), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pusat Listrik 
Tenaga Gas (PLTG). Sementara untuk kepentingan operasional dan 
pelayanan PLN Wilayah VIII membawahi 8 unit Cabang (Makassar, Pare-
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pare, Watampone, Pinrang, Bulukumba, Palopo, Kendari dan Bau-bau), 2 
unit Sektor (Tello dan Bakaru) serta 1 Unit Pengatur Beban. 
Dalam menjalankan fungsinya, PLN Wilayah VIII bertujuan 
mengusahakan pembangkitan penyaluran dan pendistribusian tenaga 
listrik serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan 
keuntungan agar dapat membiayai pengembangannya serta menjadi 
perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum 
dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi di Sulawesi Selatan 
dan Tenggara. 
Dengan areal kerja yang sedemikian luas serta dengan total jumlah 
pelanggan yang hingga saat ini mencapai 1,2 juta pelanggan maka jelas 
hal ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi PLN. Betapa tidak! Di 
satu sisi PLN masih dibebani dengan misi social untuk mengusahakan 
kemakmuran bagi rakyat. Sementara di sisi lain PLN harus 
mengusahakan profit sebagai ciri suatu perusahaan yang sehat dan 
berkembang. 
Dengan total asset sebesar Rp. 12 trilyun, dilihat dari segi asset 
maka PLN merupakan perusahaan terbesar di Indonesia. Bayangkan dari 
kota hingga pelosok desa, kita akan senantiasa menjumpai asset PLN 
tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran PLN memiliki fungsi 
strategi karena melibatkan pelayanan bagi pelanggan yang beragam 
dengan berbagai tingkat kehidupan social ekonomi yang beragam pula. 
Melihat hal tersebut serta mengingat pasal 33 UUD tahun 1945, maka 
pemerintah berhak untuk campur tangan. Khususnya dalam hal 
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penetapan tarif yang tentu saja dengan mempertimbangkan banyak aspek 
yang terdapat di kedua sisi antara pelanggan dan PLN. Apakah tariff yang 
ditetapkan oleh pmerintah akan mampu mencapai titik impas (break event 
point) terhadap biaya operasional yang dikeluarkan oleh PLN ? Untuk 
menjawabnya, cukup kita melihat pada kenyataan bahwa hingga saat ini 
PLN masih subsidi oleh pemerintah. 
Salah satu kendala yang dialami oleh PLN adalah dalam hal 
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik yang semakin 
meningkat sehingga dirasakan perlu untuk mengundang pihak swasta 
dalam hal penyediaan tenaga listrik. Dan saat ini hal tersebut sudah 
terealisasi. Penyediaan tenaga listrik sudah bukan merupakan monopoli 
PLN lagi. Dengan adanya pesaing ini, mau tidak mau PLN harus 
membenahi diri agar dapat survive. PLN harus bekerja keras untuk 
mengupayakan rupiah produksi per kWh yang semurah mungkin untuk 
meraih keuntungan secara maksimal namun tanpa mengabaikan mutu 
dan keandalan. Untuk transmisi dan pendistribusian hingga saat ini 
memang masih dikuasai oleh PLN. Hal ini semata-mata karena masih 
dirasakan memadai. Sementara swasta hanya bergerak di bidang 
pembangkitannya saja. 
Krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita dan menurunnya nilai 
tukar mata uang rupiah terhadap dollar, jelas sangat memengaruhi kinerja 
PLN. Sebagai gambaran, pertumbuhan jumlah pelanggan di PLN Wilayah 
VIII tahun 1999 hanya sebesar 4,89% dengan penambahan sebanyak 
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56.464 pelanggan saja. Angka ini menunjukkan penurunan yang drastis 
bila dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum terjadinya krisis. 
PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi 
kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah sesuai Undang-undang No. 30 
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk 
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya 
untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional 
Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta dibarengi dengan 
pembangunan sarana dan prasana serta peningkatan di bidang usaha 
dan kegiatan ekonomi, maka kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia 
dan perlu ditingkatkan, agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup 
serta merata dengan mutu pelayanan yang baik. 
Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 
yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2009, serta di 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052 merupakan 
salah satu peraturan pokok tentang Ketenagalistrikan di negeri ini, dan 
sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, peraturan tentang 
Ketenagalistrikan tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 
tentang ketenagalistrikan. 
38 
Diterbitkannya Undang-undang tersebut, PLN sebagai salah satu 
ujung tombak pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke 
waktu, seharusnya PLN melakukan peningkatan pelayanan masyarakat 
(konsumen). Kepedulian tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada 
pelayanan di bidang bisnis utama PT. PLN (Persero), yaitu pengadaan 
listrik dengan kualitas yang baik dengan segala indikator sesuai harapan 
pelanggan pada umumnya, tetapi juga kepada peningkatan administrasi 
pelayanan pelanggan. 
PT PLN PERSERO area Pare-pare merupakan salah satu unit PLN 
Wilayah VIII yang memiliki tugas operasional dan pelayanan penyediaan 
tenaga listrik di wilayah Pare-pare. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 
yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di kantor PT PLN 
PERSERO area Pare-pare dengan Bapak Hamzah Hasanuddin, S.Kom 
selaku Asman Pelayanan dan Administrasi PLN mengatakan bahwa: 
 “kami dalam memberikan pelayanan penyediaan tenaga listrik 
kepada masyarakat berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi 
PLN NO.1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman Proses Pelayanan 
Pelanggan  dan TMP (tingkat mutu pelayanan) sebagai bentuk 
pengawasan terhadap SOP. 
 
Adapun surat keputusan tersebut yaitu sebagai berikut : 
PROSEDUR PENYAMBUNGAN BARU PELANGGAN POTENSIAL 
DAYA 41500 VA KEATAS DENGAN PERLUASAN 
 
1. Pemohon mengajukan permohonan pasang baru daya 41500 
keatas  dengan jangka waktu 1 hari. 
2. PP membuat disposisi survey ke Perencanaan dengan jangka 
waktu 1 hari. 
3. Survey dan Pembuatan RAB dengan jangka waktu 2 hari. 
4. Memberikan surat pemberitahuan tidak layak sambung dengan 
jangka waktu 1 hari. 
5. Memeriksa stok material sesuai dengan RAB dengan jangka waktu 
1 hari. 
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6. Jika tidak ada stock material maka bersurat ke wilayah dan 
pemohon masuk ke dalam daftar tunggu dengan jangka waktu 1 
hari. 
7. Mengisi data-data Calon Pelanggan dan Pemohon di AP2T dengan 
jangka waktu 1 hari. 
8. Pembuatan registrasi dengan jangka waktu 1 hari. 
9. Call back ke calon pelanggan dengan jangka waktu 1 hari. 
10. Pelanggan membayar BP  dengan jangka waktu H+0 
11. Butuh perluasan jaringan (JTM <= 5 gwg atau JTR <= 10 gwg) 
dengan jangka waktu H+0 
12. Membuat Work order ke vendor untuk penyediaan dan 
pemasangan tiang (cc JAR) dengan jangka waktu H+0 
13. PP membuat nota dinas pengadaan ke REN untuk penunjukkan 
vendor pelaksana dengan jangka waktu H+2 
14. Pembuatan WO dengan jangka waktu H+2 
15. Proses pelaksaan pekerjaan dengan jangka waktu H+9 
16. Pengawasan pekerjaan dengan jangka waktu H+9 
17. Pelaporan pekerjaan jaringan dengan progress 100% dengan 
jangka waktu H+10 
18. Order material APP dengan jangka waktu H+11 
19. Cetak SPJBTL dengan jangka waktu H+11 
20. Penandatanganan SPJBTL dengan jangka waktu  H+12 
21. Cetak PK dan BA dengan jangka waktu H+12 
22. Eksekusi Lapangan dan Pengisian BA Pemasangan APP dengan 
jangka waktu H+14 
23. Peremajaan PDL dengan jangka waktu H+14 
Dengan adanya surat keputusan tersebut dipergunakan sebagai 
pedoman khusus bagi pihak PLN dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat 
Selain itu, PLN juga menerapkan SOP dalam penyambungan 
tenaga listrik baru, SOP pada hari-hari penting seperti dalam rangka siaga 
pengamanan pasokan daya listrik selama pelaksanaan Upacara 17 
Agustus 2016, dalam rangka siaga pengamanan pasokan daya listrik 
selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1436 H yaitu tanggal 24 
September 2015, (H-2 dan H+2 Idul Adha), dalam rangka siaga 
pengamanan pasokan daya listrik selama Pelaksanaan Pilkada Serentak 
di Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng dan pada kegiatan 
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pengamanan pasokan daya listrik selama kunjungan presiden RI di 
Kabupaten Barru berdasarkan S.E DIR PT. PLN (Persero) No. 
011.E/DIR/2006 tentang Pedoman Penetapan Penetapan Hari Siaga 
Pengamanan Pasokan Tenaga Listrik dan Penyusunan Standing 
Operation Prosedur (SOP) khusus hari-hari penting. Menjadi pedoman 
khusus bagi semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan penyambungan 
tenaga listrik di PT.PLN area Parepare yang dijadikan sebagai standar 
atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsinya.  
Pengendalian Operasi Sub Sistem yang dimaksud adalah 
pengoperasian jaringan tegangan menengah 20kV sampai dengan ke 
pelanggan. Pengendalian pengoperasian sistem dilaksanakan oleh Piket 
Pengatur Distribusi (P2) Area Parepare. Pengendalian Operasi Sub 
Sistem yang dimaksud adalah pengoperasian Jaringan Tegangan 
Menengah 20kV sampai dengan ke pelanggan. Pengendalian 
pengoperasian Sistem dilaksanakan oleh Piket Pengatur Distribusi (P2) 
Area Parepare. 
Dispatcher  APD atau Shift Operasi APD, adalah pengatur utama 
operasi pada Area Pengatur Distribusi Makassar dan sekitarnya yang 
bertugas. Berfungsi mengatur pengoperasian peralatan dan distribusi 
listrik Tegangan Menengah (20kV) di sebagian sub-sistem Sulselbar. 
Pengendalian pengoperasian Sistem dilaksanakan oleh Piket Pengatur 
Distribusi (P2) Area Parepare. Piket Pelayanan Distribusi atau PPDist 
adalah petugas di Rayon terkait yang bertugas menjamin 
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terselenggaranya kontinuitas dan pelayanan listrik ke konsumen dan 
pemulihan jaringan distribusi yang terganggu. 
PT PLN PERSERO area Pare-pare dalam menerapkan SOP juga 
menerapkan TMP sebagai bentuk pengawasan SOP, sebagaimana yang 
telah diungkapkan oleh Bapak Hamzah Hasanuddin, S.Kom selaku 
Asman Pelayanan dan Administrasi PLN yang mengatakan bahwa 
“apabila ada keluhan/aduan dari masyarakat pengguna listrik, maka 
proses penyelesaiannya berdasarkan TMP. 
Penyediaan tenaga listrik merupakan tugas utama dari PT.PLN 
PERSERO, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 30 
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang No.25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga mengacu pada Surat 
Keputusan Direksi PLN NO.1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman Proses 
Pelayanan Pelanggan, SOP, TMP dan SPJBTL yang diterapkan oleh 
perusahaan. SPJBTL merupakan perjanjian jual beli antara pihak PT.PLN 
PERSERO dengan pihak pengguna tenaga listrik yang didalam SPJBTL 
tersebut berisi tentang hak dan kewajiban pelanggan serta sanksi. 
PT.PLN PERSERO area Pare-pare dalam menjalankan tupoksinya, 
menerapkan visi, misi dan moto perusahaan. Adapun hal-hal tersebut 
yaitu:  
 Visi 
    Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-
kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada 
potensi Insani.  
42 
 Misi 
1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota 
perusahaan, dan pemegang saham; 
2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masayarakat; 
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong 
kegiatan ekonomi; 
4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
 Moto 
Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (Elektricity for a Better 
Life). 
Adapun bagan struktur organisasi PT.PLN PERSERO area Pare-
pare sebagai berikut: 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
AREA PARE-PARE 
PT PLN ( PERSERO) WILAYAH SUSEL,SULTRA & SULBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapun job description dari setiap fungsi/jabatan yaitu sebagai 
berikut: 
I. IDENTITAS JABATAN 
 Sebutan Jabatan :   Manajer Area 
 Jenjang Jabatan :  Supervisori Atas 
 Level Kompetensi :   System 
 Atasan Langsung :   General Manager 
 Unit Kerja :   PT. PLN (Persero) Area 
II. TUJUAN JABATAN 
Mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pengoperasian serta 
pemeliharan distribusi dan pembangkitan, serta administrasi dan 
keuangan untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja perusahaan.   
 
II. TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Merumuskan sasaran kerja Area berdasarkan sasaran dan program 
kerja PLN Wilayah. 
2. Melaksanakan cascade KPI  berdasarkan target KPI yang telah 
ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja.   
 
 
MANAJER  
AREA 
ASMAN 
JARINGAN 
ASMAN  
TRANSAKSI 
ENERGI 
ASMAN 
PELAYANAN DAN 
ADMINISTRASI 
 
RAYON 
 
SUPERVISOR 
PELAKSANA 
PENGADAAN 
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3. Mengkoordinasikan penyusunan usulan Anggaran Operasi dan 
Investasi Area sebagai rencana kerja tahunan. 
4. Memantau dan memastikan pencapaian target kinerja Area yang 
telah ditetapkan. 
5. Memantau dan memastikan pelaksanaan Aplikasi Pelayanan 
Pelanggan secara Terpusat (AP2T) dan aplikasi-aplikasi lainnya 
berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan untuk peningkatan 
pelayanan kepada pelanggan. 
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa 
yang sesuai dengan kewenangannya agar pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
7. Mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan, pembangkitan, 
pendistribusian tenaga listrik, pemeliharaan dan pembangunan 
sarana pendistribusian tenaga listrik, serta SDM/administrasi dan 
keuangan agar efektif dan efisien. 
8. Mengkoordinasikan pelayanan pelanggan dan pembangunan 
sarana kelistrikan dengan Pemda setempat/ instansi terkait. 
9. Mengarahkan dan mengkoordir pelaksanaan perencanaan dan 
pengoperasian serta pemeliharaan distribusi dan pembangkitan 
untuk menjamin keandalan pasokan tenaga listrik.   
10. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, 
penerimaan dan pengeluaran uang Area. 
11. Memantau dan mengevaluasi rencana dan realisasi anggaran yang 
digunakan untuk tertib administrasi & penyerapan penggunaan 
anggaran. 
12. Mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Unjuk Kerja, agar 
terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
13. Menyusun laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya. 
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugasnya. 
 
I. IDENTITAS JABATAN                                              
 Sebutan Jabatan : Asisten Manajer Jaringan 
 Jenjang jabatan : Supervisori Atas 
 Level Kompetensi : System 
 Atasan Langsung : Manajer Area  
Unit Kerja : PT. PLN (Persero) Area  
II. TUJUAN JABATAN 
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian fungsi distribusi, 
konstruksi dan pembangkitan (lisdes) untuk pencapaian target kinerja 
antara lain : susut, SAIDI, SAIFI, tara kalor, OAF, tertib administrasi, 
waktu, biaya dan kinerja SDM Jaringan. 
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III. TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Menyusun rencana kerja Asisten Manajer Jaringan meliputi 
pendistribusian, pengkonstruksian dan pembangkitan untuk 
dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaan bidang jaringan 
distribusi. 
2. Mengkoordinasikan perencanaan operasi dan pemeliharaan 
JTM, gardu , JTR dan APP untuk usulan RKAP. 
3. Mengkoordinasikan perencanaan operasi dan pemeliharaan 
pembangkitan (lisdes) secara periodik untuk usulan RKAP. 
4. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan perluasan 
JTM, gardu dan JTR untuk usulan RKAP. 
5. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan 
pengoperasian JTM, gardu, JTR dan APP untuk mencapai 
target mutu keandalan dan susut. 
6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan 
pengoperasian pembangkitan (lisdes) untuk mencapai target 
mutu keandalan dan susut. 
7. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan perluasan JTM, 
gardu dan JTR untuk mencapai target mutu keandalan dan 
susut. 
8. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SOP lokal dan SOP 
sistem jaringan distribusi untuk penyempurnaan keandalan 
system 20 kV.  
9. Mengevaluasi kinerja jaringan distribusi dan pembangkitan 
untuk peningkatan pencapaian target. 
10. Memantau dan mengendalikan proses rekonsiliasi data dan 
realisasi anggaran (AI dan  AO) bidang distribusi untuk validasi 
data.  
11. Memantau pelaporan jaringan distribusi, pembangkitan dan 
telkom untuk memenuhi ketepatan waktu dan keakuratan data. 
12. Melaksanakan MUK untuk penilaian kinerja pegawai. 
 
I. IDENTITAS JABATAN                       
 Sebutan Jabatan : Supervisor Transaksi Energi 
 Jenjang jabatan : Supervisor Dasar 
 Level Kompetensi : Specific 
 Atasan Langsung : Asisten Manajer Transaksi Energi  Listrik 
Unit Kerja : PT. PLN (Persero) Area  
II. TUJUAN JABATAN 
Melaksanakan koordinasi & pengendalian fungsi pembacaan meter, 
pembuatan rekening listrik, penjualan tenaga listrik, dan losis non 
teknis. 
46 
Mengkoordinasikan perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan 
APP, menjaga ketersediaan dan keandalan APP sesuai standar yang 
ada/berlaku. 
 
III. TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Menyiapkan usulan kebutuhan pembuatan RKAP tahunan yang 
terkait dengan bidang transaksi energi. 
2. Mengevaluasi infrastruktur pelayanan (DIL, DPM, RBM) untuk 
perbaikan        berkelanjutan. 
3. Mengendalikan proses pelaksanaan pembacaan meter,  untuk 
meningkatkan akurasi pembacaan meter dan menekan losis non 
teknis. 
4. Memeriksa dan mengawasi hasil pembacaan meter dan mutasi 
Data Induk Langganan (DIL) untuk proses billing. 
5. Mengusulkan program KWh Meter Berkala sesuai target yang 
telah ditetapkan untuk mendukung penurunan losis non teknis. 
6. Memonitor pelaksanaan SOP  pengoperasian dan pemeliharaan 
APP. 
7. Membuat laporan berkala kepada pimpinan sebagai dokumen 
perusahaan dan bahan evaluasi manajemen untuk 
pertanggungjawaban kontrak kinerja yang sudah disepakati. 
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan 
kewajiban dan tanggung jawab pokoknya. 
9. Melaksanakan SMUK On Line. 
 
I.      IDENTITAS JABATAN 
 Sebutan Jabatan :  Asisten Manajer Pelayanan & Administrasi 
 Jenjang Jabatan :  Supervisori Atas 
 Level Kompetensi :  System 
 Atasan Langsung :  Manajer Area 
 Unit Kerja :  PT. PLN (Persero) Area 
 
II.    TUJUAN JABATAN   
 Mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan aktifitas pelaksanaan 
fungsi Keuangan/Akuntansi, administrasi, pengendalian piutang dan 
SDM, serta mengatur koordinasi & pengendalian fungsi pelayanan 
pelanggan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya. 
 
III.    TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Menyusun RKAP sesuai bidang tugasnya dan  sebagai bahan 
persiapan RKAP tahun depan. 
2. Memantau pelaksanaan AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan 
Terpusat), untuk meningkatkan pelayanan. 
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3. Memeriksa kebenaran Laporan Penjualan Tenaga listrik, 
Penerimaan BP (Biaya Penyambungan), Penerimaan 
Pendapatan Operasi lainnya untuk keakuratan dan ketepatan 
laporan. 
4. Mengawasi penerimaan pendapatan operasi & Luar Operasi 
dari transaksi pelayanan pelanggan (Pelayanan Pasang Baru, 
Perubahan daya dan pelayanan pelanggan lainnya) yang 
dilaksanakan oleh Area untuk keakuratan pencatatan 
pendapatan perusahaan.  
5. Mengevaluasi proses penyusunan Laporan Akuntansi, cash 
flow dan Pajak.  
6. Memeriksa dan memproses bukti pembayaran (Cash Out) dan  
mengevaluasi laporan penerimaan uang (LPU) dari PLN 
Pusat.dan mengevaluasi laporan Rekonsiliasi Bank Imprest 
dan Receipt 
7. Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi SDM 
yang meliputi diklat pengembangan karir, SMUK Online 
Administrasi TP2DP dan laporan kepegawaian. 
8. Mengawasi dan melaksanakan fungsi Humas, Kesekretariatan 
dan Rumah Tangga. 
9. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya. 
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yag sesuai dengan 
kewajiban dan tanggung jawab pokoknya. 
 
I. IDENTITAS JABATAN                                 
 Sebutan Jabatan : Supervisor Pelayanan Pelanggan 
 Jenjang jabatan : Supervisori Dasar 
 Level Kompetensi : Spesifik 
 Atasan Langsung : Asisten Manajer Pelayanan dan 
Administrasi 
Unit Kerja : PT. PLN (Persero) Area  
II. TUJUAN JABATAN 
Melaksanakan pengawasan & pengelolaan fungsi administrasi 
pelanggan dan  Pembukuan Pelanggan, untuk meningkatkan kinerja 
pemasaran & penjualan. 
 
III.  TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Mengawasi proses  pengadministrasian  pelayanan pelanggan 
(Pelayanan Pasang Baru, Perubahan daya dan pelayanan 
lainnya) yang dilaksanakan oleh Unit/Sub Unit Pelaksana. 
2. Memeriksa permintaan mutasi data langganan (PDL-TUL.I-11) 
dari Unit/Sub Unit Pelaksana sebelum dilakukan mutasi pada 
DIL (data Induk Langganan) untuk keakuratan & ketepatan 
mutasi data. 
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3. Mengevaluasi DIL (Data Induk Langganan) dan mengusulkan 
perbaikannya / standarisasi data, untuk perbaikan 
berkelanjutan. 
4. Mengelola proses pencatatan  penjualan tenaga listrik, yang 
meliputi; Jumlah pelanggan, Daya terpasang, kwh terjual,  
Rupiah rekening,dan tagihan lainnya sesuai tarif dan kode 
golongan, untuk pertanggungjawaban kinerja. 
5. Mengelola proses pencatatan  Penerimaan BP (Biaya 
Penyambungan), Penerimaan Pendapatan Operasi lainnya 
untuk keakuratan dan ketepatan laporan. 
6. Memeriksa & merekonsiliasi  laporan-laporan TUL (Laporan 
Penerimaan BP, Laporan Pendapatan Operasi Lainnya) yang 
diterima dari Unit / Sub Unit Pelaksana untuk menjalankan 
fungsi kontrol. 
7. Membuat laporan berkala kepada pimpinan sebagai dokumen 
perusahaan dan bahan evaluasi manajemen untuk 
pertanggungjawaban kontrak kinerja yang sudah disepakati. 
8. Melaksanakan MUK untuk penilaian kinerja pegawai. 
 
I. IDENTITAS JABATAN                                      
 Sebutan Jabatan : Assistant  Analyst / Junior Analyst 
Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 
 Jenjang jabatan : Fungsional V / Fungsional VI 
 Level Kompetensi : Spesific / Basic 
 Atasan Langsung : Supervisor Pelayanan Pelanggan 
Unit Kerja : PT. PLN (Persero) Area  
II. TUJUAN JABATAN 
Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan Riset pasar, survey, Data 
potensi, dan segmentasi pasar, perluasan jaringan PB/PD dan 
Multiguna untuk meningkatkan kinerja Pemasaran. 
 
III. TANGGUNG JAWAB UTAMA 
1. Membuat lembar kerja anggaran investasi untuk kebutuhan 
RKAP 
2. Melaksanakan survey data potensi dan segmentasi untuk 
meningkatkan kinerja pemasaran 
3. Mengevaluasi pelaksanaan PB/PD secara selektif dan 
terkendali untuk peningkatan pendapatan 
4. Menganalisis Daftar Tunggu PB / PD untuk pelaksanaan 
penyambungan  
5. Mengevaluasi Captive Power untuk pengusulan pelayanan 
6. Melaksanakan penyambungan baru secara BP Natura untuk 
peningkatan pelayanan 
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7. Melaksanakan penyambungan listrik dan perubahan daya untuk  
peningkatan pelayanan 
8. Memeriksa  permintaan berhenti sebagai pelanggan untuk 
peningkatan pelayanan 
9. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya. 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
11. Melaksanakan Manajemen Unjuk Kerja  untuk bahan penilaian 
pegawai. 
  
Dalam wawancara tanggal 28 September 2006, Asisten Manajer 
Pelayanan dan Admnistrasi PT PLN PERSERO Area Pare-Pare 
mengatakan bahwa dalam pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada 
masyarakat masih terdapat keluhan-keluhan, namun secepat mungkin 
merespon keluhan tersebut, karena dalam hal ini terkait persepsi 
masyarakat tentang pelayanan jasa oleh PLN dan hal tersebut tentunya 
berkaitan dengan kinerja. 
Adapun kendala yang dirasakan oleh pihak/petugas PLN 
khususnya dilapangan yaitu tidak ada jaringan listrik, trafo overload, sering 
seri banyak dan adanya peraturan PLN itu sendiri tentang pasang baru 
non subsidi, kecuali memiliki kartu perlindungan sosial yang sering juga 
dikeluhkan oleh masyarakat sebagai calon pelanggan. 
 
B. Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Pelayanan PT PLN 
PERSERO Terhadap Pelanggan Listrik Area Pare-Pare. 
Permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah 
mengenai masalah pelayanan publik yang semakin menjadi bahan 
perbincangan yang tak pernah selesai. Pada kenyataannya mengenai 
masalah pelayanan publik tersebut yang sering kita jumpai adalah 
berkaitan dengan produk (baik barang maupun jasa). PT. PLN PERSERO 
merupakan penyedia jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna 
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jasa kelistrikan. Konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan dilindungi 
oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-undang 
Pelayanan Publik.  
PT. PLN PERSERO area Pare-pare dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa kelistrikan 
mengacu pada Undang-undang Pelayanan Publik , Surat Keputusan 
Direksi PLN NO.1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman Proses Pelayanan 
Pelanggan dan menerapkan SOP, TMP dan SPJBTL. Upaya perlindungan 
hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan 
adalah dengan perlindungan hukum secara preventif yaitu memberikan 
ganti rugi kepada konsumen apabila dalam hal ini konsumen dirugikan. 
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, selaku 
Asman Pelayanan dan Administrasi PT.PLN PERSERO Area Pare-pare 
mengatakan bahwa: 
“Pelaku usaha jasa ketenagalistrikan jika dalam usahanya 
merugikan kepentingan konsumen maka ia bertanggung jawab 
dalam hal pemberian ganti kerugian, bertanggung jawab untuk 
berproses hukum, serta bertanggung jawab dalam hal pembuktian 
dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa 
ketenagalistrikan jika hak-haknya tidak dipenuhi dapat meminta 
ganti rugi kepada pelaku usaha, menyelesaian sengketa konsumen 
melalui LPKSM, menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, 
menyelesaikan sengketa konsumen melalui Pengadilan. Namun, 
apabila dalam hal konsumen melakukan hal-hal yang telah 
melanggar SPJBTL dan melakukan tindakan-tindakan yang 
terindikasi pidana, maka PLN dalam hal ini akan melaporkan 
kepada pihak Kepolisian” 
 
Pelayanan pelanggan merupakan unsur yang penting di dalam 
usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, oleh karena itu suatu 
perusahaan harus memberikan perhatian yang khusus kepada kegiatan 
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pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan agar dalam 
pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggan. PT.PLN Persero area 
Parepare dalam memberikan pelayanan sudah cukup berjalan efektif 
meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelayanannya. 
Pelayanan PT. PLN Persero area Parepare kepada konsumen 
dalam pelaksanaannya juga mengacu pada UU no. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Apabila ada keluhan konsumen yang merasa 
dirugikan, maka mekanisme penyelesaian sengketa menurut Pasal 47-48 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibedakan menjadi 
penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di pengadilan. Dari 
hasil penelitian di PT. PLN Persero area Parepare belum ada masalah 
yang sampai ke ranah pengadilan karena jika terjadi permasalahan 
langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN Persero area 
Parepare. Selain itu, konsumen juga belum pernah melakukan upaya 
hukum ke Lembaga Konsumen karena tingkat pengetahuan konsumen 
masih rendah. Selama ini, berdasarkan wawancara yang didapat peneliti, 
apabila ada pihak konsumen yang masih merasa belum puas dengan cara 
damai dan ingin membawa perkara ke pengadilan, pihak PT. PLN Persero 
area Parepare dapat melayani secara terbuka dengan mencari bukti-bukti 
yang jelas. Namun, sampai saat ini belum ada permasalahan yang sampai 
ke meja pengadilan karena setiap permasalahan dapat diselesaikan 
secara damai serta dapat memenuhi kepuasan pelayanan untuk 
konsumen.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan pelayanan PT. PLN PERSERO terhadap pelanggan 
listrik area Pare-pare mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik dan juga mengacu pada Surat 
Keputusan Direksi PLN NO.1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman 
Proses Pelayanan Pelanggan, Nilai Mutu Pelayanan (TMP) dan 
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara pihak 
PT.PLN PERSERO area Pare-pare dengan pihak konsumen 
pengguna jasa kelistrikan. 
2. Penerapan hukum oleh PT.PLN PERSERO area Pare-pare dalam 
pelayanan terhadap pelanggan listrik dengan mengacu pada 
Undang-undang pelayanan publik berjalan cukup efektif, meskipun 
masih terdapat kendala-kendala secara tekhnis yang turut 
mempengaruhi efektifitas pelayanan terhadap pelanggan listrik. 
 
B. Saran 
1. Disarankan terdapat peraturan/kebijakan mengenai pemasangan 
baru tenaga listrik non subsidi yang sering dikeluhkan oleh 
masyarakat. 
2. Diharapkan terdapat peraturan teknis mengenai larangan 
penggunaan calo dalam pengurusan pemasangan listrik di PT.PLN 
PERERO Area Pare-pare.            
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